
W1\LIKOTA PALANGKA RAYA 
PROVINS! KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAJII DAERAH KOTA PAI.ANOKA RAYA 

NOMOR 4 TAliUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

Menimbang 

Menglngal 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA E;SA 

WAUKOTA PALANGKA RAYA. 

a . bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tldak sesual 
dengan dengan asusmsl Kebljakan Umum Anggaran 
Pendapalan dan Belanja Darrah, maka perlu dilakuk.an 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kora 
Palangka Raya Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Pe.rubahan Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerab )'llflg dfajukan m·erupakan 
pe,wujudan dnri Rancnngan Kerja Pemerintah Daerab 
Tahun 2020 yang dljabarkan kedalam Kebijakan Umum 
Pernbahan Anggaran Peudapatan dan Be.lanja Daerah serta 
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah 
disepakatl bersama antara Pemerintah Kota Palangka Raya 
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daemb Kota 
Palangka Rhya pada tanggal I 8 Agustus 2020; 

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dfinaksud 
dalam huruf a dan huruf b, peclu meneto.plc;m Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerab Talmn Anggaran 2020; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar .Negara Republi.k 
Indonesia Ta.bun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan 
Kotapradja Palangka Raya jLembaran Negara Republik 
Indonesia Tahw, 1965 Nomor 48, Trunbahan Lembaran 
Negara RepubUk Indonesia Nomor 2753) ; 

3 . Uudang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Berslh dan Bebas dart 
Korupsl, Kolusi dan t<epotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemb:i.ran 
Negara Republik Indonesia Nomor3851); 



4. Undang-Undang Nomor 30 Ta.bun 2002 tentang Komlsl 
Pemberantnsnn Tfndak Pldnna Korupsr \Le'mba.ran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4250), 
sebagalmana telah dluba.b bebem-pa ·kali terakhiT dengan 
Uadang-Undnng Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pembahan 
Kedua ,itas Undang-Unclang_ Nomor 30 Tahun 2002 
tentang Komis! Pemberantasan Tfndak Pldau;, Korupsl 
\Lembaran Negara Republlk Indonesia Ta.bun 2019 
Nomor J 97, Tambahan Lembaran Negara Rfpublik Indonesia 
Nomor 6409) ; 

5. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 temang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambaha.n Lembaran Negara Republlk Indone·sin 
Nomor 4286) ; 

6. Undang-Undnng Nomor J 't'ahun 2004 
Perbendaharo.ao Negara \Lembaran Negara 
lndon~sia TaJ,un 2004 Nomor 5 , Tambahan 
Negara RepubUk Jndonesla Nomor 4355); 

tentang 
Republik 

Lembaran 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentnng 
Pemeriksaan Pengel·olaan dan Tanggung Ja\\r-O.b Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8 . Undang-Undnng Nomor 25 Ta.bun 2004 tentang Slstem 
PereJlcanaan Pembangunan Nasional tLembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tamb;t_han 
LembaraoNego·rn Republ!k Indonesia Nomor4421}; 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Pe.rimbangan Keuangan antam P.emerintab Pusat dan 
Pemerlntah Da.erah (Lembaran Negara Republik lndonesla 
Tal)un 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarnn Negara 
Repul>lik Indonesia N.omor 4438); 

10. Undang-Undnng Nomor 40 Ta.bun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Soslal Nasional \Lembaran Negara Repu bilk 
lndonesla Tahun 2004 Nomor 150, Tambal1an Lembamn 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456}; 

J 1. Undang-Undong Nomor 17 Tamm 2007 tentang 
Pembaogunan Jangkn Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
\Lembarnn Negara RepublJk Indonesia. Tahun 2007 
Nomor 33, Tombahan Lembaran Negara Republ!k indonesla 
Nomor 4700); 

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahon 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Dae-rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1301 Tambahan l:.embaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049}: 
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13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20J I tentang 
Pembentu:knn Peraturan Penmdang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 201 l Nomor 82, 
Tambahan Lembamn t<egara Republik Indonesia 
Nomor 5234), sebagrumana telah dlubah dengan Uridang
Undang Nomor 15 Tahu n 2019 tentang. Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahuri 20Jl tentang 
Pembentukan Peraturan Perund~g-Undangai, (Lembaran 
Negara Republik lrtdonesi'! Tahun 20 19 Nomor 183, 
Tarnbahan Lembamn Negara Re.publik Indonesia 
Nomor 6398): 

14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggnrllllll Jamlnan Soslal (Lembaran Negara Repi.J bllk 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, TambaJ1an Len1baran 
Negara Republik Indonesia Jllomor 5256); 

15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
-Sipil Negara (Lembaran Negara Republlk lndon:e·s1a 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 54941; 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan l:.emba(an 
Negara Republik Indone$ia Nornor 5587), sebagrumana 
telah be.berapa kali diubah, teral<hir dengan Unclm,g
Undang Nomor 9 Tahun 20 I 5 ten tang Perubahan Kedua 
a:u.-s Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pem·erintahan Daerah (Lembatan Negara Republik 
Indone·sin Tahun 20 L5 Nomor 58, Tambahan Lemba.ran 
Negara Republlk Indonesia Nomor 5679); 

l 7. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2020 ten tang Peraturan 
Peme.rtntah Penggantt Undang,Undang Nomor I Tahun 2020 
tentang· Kebijakan Keuangan Negara dan StabUitas Sistem 
Keuaugan Untuk Penanganan P..andeml Coron.a Virus 
Disease 2019. tCovld-19) dan/ atau Dalam Rongka 
Menghndapl Ancaman yang Membabayakan Perekonomian 
Nasional dan/ atau Stab!Utas Slstem Keuangan Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Ne.gara Republik Indone~a 
Tahun 2020 Nomor J 341 Tambaban Lembaran Negara 
Repuolik lndone~ia N.omor 65161: 

JS. Peraturan Pemertntah Nomor 109 Tabun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerali dan \Vakil Kepala 
Daerali (Lembaran Negara Re publil< Indonesia Tahun 2000 
Nomor 2 IO. Tambalian Lembarnn Negara Republik Indonesia 
Nomor 4028) : 
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19. Peraturan Penier!ntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangiu, Badan l..ayanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembarnn l'<egara Republik Indonesia 
Nomor 4502), sebagaimana telah dlubnh dengan Peratu.ran 
Pemerlritah Nomor 74 Tahun 2012 tentang_ Pengelo1aan 
Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ; 

20. Pe-n:1turan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang 
Banman Keuangan ·Kepada Partal Politik (Lembaran Negara 
Repuhlik Indonesia Tabun 2005 Nomor 62. Tambahan 
Lembaran N<>gara Repliblrk Indonesia Nomor 4513), 
seba.gaimana -diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor I 
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan 
Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan 
Keuangan Kep'ada Partal Politik tLembaran Negara Republik 
Indonesia TaJnm 2018 Nomor 1, Tombahan Lembaran 

Negara RepubUk Indonesia Nomor 6177): 

2J. Peraturan Perner!ntah Nomor 55 Ta.bun 2005 tentang Dana 
Per!mbangan jLemharan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tamhahan Lembaran Negara 
Re.puhlik Indonesia Nomor 45751: 

22 . Perattmm Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tenttmg S istem 
lnfonnasi Keuangan Daerah [Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebngaimana telnh 
diubah dengan Peraturan Pemerinta:h Nomor 65 Tahun 20 IO 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintab Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Lnfonuasi Keuangan Daerah 
fl..embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 IO 
Nomor 110, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155)1 

23. Peraturan Pemer!ntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Klnerja lnstansi Pemerin tah 
\Lembaran Negara Republik Jndonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tarnbahan Lemharan Negara RepubUk Indonesia 
Nomor 4614): 

24. Pe-n:1tur,an Pemertntah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara- Pe.mberian dan Peman faatru1 tnsentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi· Daerah fLembaran Negara 
Repuhllk Indonesia Tahun 2010 Nomor I I 9·. Tambahnn 
Lctnbaran Negara Republik Jndon<fsla l!lomor 5t6J I; 

25. Peraturan Peiner!ntah Nomor 71 Tabun 2010 tentang 
Standnr Akuntans! Pemerintahan (Lembamn Negara 
Republ!k. Indonesia Ta.bun 2010 Nomor 123, Tarnbaban 
Lembaran Negara Republik JndoneslaNomor 51651; 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentnng Hibah 
Daerah jLembaran Negara Republik Indonesia fahun 2012 

Nomor. 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

27. Pera.tu.ran P.emerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelotaan Barang Mlllk Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Ta.Ima 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaraa Negara R~publik Indonesia Nomor 5533), 
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturaa Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pembahaa allls Peraturaa 
Pemerlatah ~omor 2.7 Tahun 2014 tentaag Peagelolruln 
Baraag Millk Negara/Daerab (Lembarao Negnra Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor l 42, Trunbahan Lembaran 
Negara Rep.ublik lndonesia Nomor 6523): 

28. Peraturan Pemerlatah Nomor 70 Tahun 20 15 tentaag 
JamJnan Kecel-akaan KerJa dan Jaminan Kema-tlan Bagi 
Pegawal Aparatur SipU Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, l'ambahan Cembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5740), sebagaimana 
diubah dengan Pemturan Pemerlntah Nomor 66 Tahun 2017 
tentang Peruba.han atas Pe-ra.turan Pemerintah Nomor 70 
Tabun 20 I 5 ten tang Jamlnan Kecelakaan Ke.rja dan 
Jaminan Kematian Bagf Pegnwal Apatatur SipU Negara 
jLembaran Negara RepublJk ladonesia 'rahun 2017 
Nomor 317, Tambahao Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6176); 

29. Peraturaa P-emerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaraa Negara Republ!k Indonesia 
Tabun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana diubah 
dengan Pernturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Pe.rubaJ1an Alas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 te11tang Perangkal Daerab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 6402); 

30. Pen:ituran Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajeme;1 Pegawai Negeri Sipll (Lembamn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor .03, Tombahan Lembaran 
Negara RepubUk Jndonesla Nomor 60371, sebagaimana 
dlubah dengan Peraturan Pemerlnta:h Nomor l 7 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Perattu·an Pemelintah Nomor I J 

Tahun 201:7 tentang Manajemen Pegawai Negerl Slpil 
jLembaran Negara RepublJk Indonesia Tahun 2020 

Nomor 68, Tambahan Lembaraa Negara Republlk Indonesia 
Nomor 6477): 
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31. Peraturan Penier!ntab Nomor l2 Tahun 2017 tentang 
Pemblnaan dan Penga.wasan Penyelenggaraan Pe.merintn.b 
Daerah (Lembaran Negaia Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambnhan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

32. Peralur;m Pemer!ntan Nomor 2 Tabun 2018 tentang Standar 
Petayanan Minimal (Lembamn Negara Republik lndone,;la 
Tal)un 20 LB Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6 l 78); 

33. Peraturan Penierintab Nomor l 7 Tabun 2018 tentang 
Kecn.mntan (Lembaran Negara Republik lndonesla 
Tnhun 2018 Nomor 73, TambaJ1an Lembaran Negara 
Republlk Indonesia N'omor 6206); 

34. Peraturan Pemerlntab Nomor 12 Tabun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah jLembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

35. Peraturan Pemerlntab Nomor 63 Ta:hun 2019 tentang 
lnvestas! Pemerlntah !Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 638'51; 

36. Peraturan Presiden Nomor 32 Tnhua 20 l 4 tentang 
Pengelolaan clan Pemanfaatan Dana Kapitasl Jamlnan 
K_esehatan Nasional P.ada l"as!litas Kesehatan Tingkat 
Pertam;, Milik Pemerlntah DaeraJ, (Lembaran Negara 
Republlk lndon~sla Tahun 2014 Nomor 811; 

37. Peraturan Presiden Nom'or 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelakstm:aan Undang-Undanir Nomor L2 

Tahun 2011 t<intang_ Pembentukan Peraturan Perudang
Undnngan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 199); 

38.Peraturan Presiden Nomor l6 Tahun 2018 ten tang 
Pengadaan Banmg/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Re.publlk Indonesia Talmn 2018 Nomor 33); 

39. Pen:ituran Pr:eside.n Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jamin.an 
Kesehatan (Le.mbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018· Nomor 165), ·sebagaimana diubah dengan 
Pe-n:1turan Presiden Nomor 75 Ta.hun 2019 tentang 
Penibnhan Atas Pe-raturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 
tentang Jaminan Keseh'atan (Lembatan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 2101; 

40 . .Pertlturan Presiden N'omor 18 Tahun. 2020 tentang Renca;na 
Pembangunan Jangka Menengnh Nasional Tnhun 2020-2024 
(Lembaian Negara Republlk Jndonesia Tahun 2020 
Nomor lOJ; 
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41. Peraturan Preslden Nomor 3·3 Tnhun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57): 

42. Peraturan Presiden Nomor 54, Tahun 2020 tentang 

Perubahnn Postur dan Rincian Anggaran Pendnpatan dan 
Belanja Negara T-ahun Anggaran 2020 sebagaimana 
telah dfubnh dengan Peraturan Presid-en Nomor 72 
Tahun 2020 tentang P<.>rubahw1 aras· Peraturan Presiden 
Nomor 5'1 Tahun 2020 tentang Perubahnn Postur dan 
Rinc[an Angg,Jran Pendapatan dan BeJanja Negara Tahun 
Anggaran 2020 fLembaran Negara Republik Indonesia 
Tnhun 2020 Nomor 155·); 

43. Peraturan Preslden 82 Tahun 2020 lentang Komil~ 
Penanganan Co·rona Virns Disease 2019 (Covld- l 9.) dan 
Pemuliban Ekonoml Nasional (Lembaran Neg;,.ra Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 178); 

44. Pe-n:1turan Menteri Dala-m Negeri N.omor 13 Tahun 2006 
ten tang Pedoman Penge1olaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubllh bebarapa kail d iubah dengan 
Peraturan Menteri oa:lam Negeri Nomor 2 l Tohun 20 J J 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mente-rt Dalam 
Negeri Nomor l3 Tahun 2006 lentang f!edoman Peugelolaan 
Keua11gan Daerah {Berlin Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 3101; 

45. Peralur;.m Menterl Dalarn Negeri Nornor 32 Tnl1un 201 I 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan B'antnwl Sosial yang 
Berswnber darl Anggaran Pen.dapatan dan B.elanja Dnerah 
(Serita Nego.ra Republik Indonesia Tnhwi 20 I l Nomor 450), 
sebagaimana telah dlubah beb.empa kali terakh.ir deng<>n 
Pe-n:1turan Menteri Dala-m Negeri N.omor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menterl Dal-aiu 
Negerl Nomor 32 Tahun 20 I I tenumg Pedoman Pemberian 
Hlbah dnn Bantuan Soslal yang Bersumber darl A11ggaran 
Penda_patan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahwi 20 I 9 Nomor 1560); 

46. Peralur;.m Menterl Dalam Neged Nornor 52 Tahun 2012 
tentang· Pedoman Pe.ngelolaan lnvestas.l Pemerihtah Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia T-ahun 2012 Nomor 7541; 

4 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 
tentang Biaya Operasioanal dan Bia.ya Pendukung 
Penyelenggaraan Pengadaan Tan.ah Bagi :Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggoran 
Penda.patan dan Belanja D11erah (Berlta Negara Republik 
Jndooesla Ta.bun 2012 Nomor.1120); 
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48. Peraturan Menter! Dnlrun Neg_erl Nomor 64 Tahun 2013 
fentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintaban 
Berbasls Alcrual Pada Pemerlntah Daerah (Berita Negara 
Republlk lndonesla1'ahun 2013 Nomor 14251; 

49. Peraturan Menier! Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang 
Pedoman Pelaksanrum Program Jrunlnan Kesehatan 
Nasional (Be.rlta Neg-.ira Republik lndonesfa Tahun 2014 
Nomor874); 

50. Peranmm Menteri Dalam Negeri N.omor 77 Talmn 2014 
tent...'l.ng Pedoman Tata Car~ Penghitung~ Penga.nggaran 
Dalam APBD clan Tertib Adminlstmsi Pe.ngajuan, Penyuluran 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partal Polit!k (Berlta Negara Republik lndonellla 
Tahun '.2014 Nomor 17441, -Sebagaimana diubllh dengan 
Peraturan Menteri Oatrun Negeri Nomor 6 Tahun 20 l 7 
tentang Perubo.han atas Peratuaran Mente:ri Dalam Negerl 
Nomor 77 Tnhun 2014 ten tang Ped om an Tata cara 
Pengh1tungan , Penganggaran Dalrun APBO dan Tert:lb 
Administrast Pengajuan, Penyaluro.n clan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Polltlk (Berlta Negara Republik Indonesia Tahun 20 f7 
Nomor 198): 

51. Pe-n:1turan Menteri Dala-m Negeri N.omor 80 Tahun 2015 
tentang Pe.mbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2015 Nomor 20361, seba:gaim'ana 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalan, Negerl Nomor 120 
Tahun 2018 teut.ang Perubahan Atas Peratur,an Menteri 
Dalam· Negeri Nomor 80 TallUn 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah tBerlta Negara Republik lndone.llla 
Tabun 2018 Nomor 157); 

52. Pemlur;m Menterl Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang· Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah fBerita 
Negara RepubUk Indonesia Tahun .2016 Nomor 5471; 

53. Peraturan Menleri Kesehatan Nomor 2 l Tahun 2016 ten tang 
Penggunaan Dana Kapltasi Jamlnan l<esehatan Nasional 
Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan B.laya 
Operasional Pnda Fasll!tas Kesehatan Tingkat Pertama Milik 
Pemerlntah Daemh (Berlta Neg'!•• Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 761); 

54. Peroturan Menterl Dalam Negeri No1rior 29 1'ahun 2016 
ten!ang Pedoman Perjnlanan Dinas Ke Luar Negeri bag! 
Aparatur Sipil Ne_gaia Keinenterlan Dalnm Negerl dan 
Pernerlntab Daerah , Kepala Daerah dan Wakll Kepala 
Dllemh, Pimpinan dan Anggota Dewan PerwaklllUl Rakyat 
Dllemh Daerah (Berl!.~ Negara Republik Indonesia 
'rahun 2016 Nomor 81 ll; 
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55. Peraturan Menteri Kesehntan Nomor '10 Tahun 2016 tenfang 
PetunJuk Teknis Penggunaa.n Pajak Rokok Untuk Pendnnaan 
Pelnyarnm Kesehatan Masynrakat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1500); 

56. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 70 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pemberlan Subsldl dart Pemerlntah 
Daerah kepa.da Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara 
Penyediaan Air Minum (Berita Negara RepubUk Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1399); 

57. Pe-n:Ituran Menten Dalan1 Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tent...'l.ng Pe:doman Nomenldatur Perangkat Dnerah 
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan F.ungsr PenunJang 
Pen_ye-Ienggarahn Urusan Pemerintohan (Berttn Negara 
Republlk lndonesta Tahun 2017 Nomor 197); 

58. Peralur;m Menter! Dalarn Negerl Nomor S'I Tahun 2017 
tentang· ~yedlaan, Pencatmn dan Pertanggungjawaban 
IUran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 
yang Bemsalal dart Acrggaran Pendapatan dan Belanja 
Daer.ah /Bertta Negara RepubUk Indonesia Tahun 2017 

Nomor 996); 

59. Peraturan Menter! Dalrun Negert Nomor 62 Tahtm 2017 

ten tang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Pertangguri~waban Dana Ope-i-asional 
(Berita Negara RepubUk Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

60. Peraturan Menter! Dalam Negerl l!lomor 130 Tahun 2018 
tentang K-egiatan Pembangunan sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 
(Berlta Negara RepubUk Indonesia Tahun 2-019 Nomor 1391; 

61. Peraturan Menter! Dlllam Negerl Nomor 12 Tahun 2019 

tentang· Fasilltasl Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Pere.daran Gelap Narkotlka· dan 
Prekursor Narkotlka (Bertu, Negara Reputilik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1951; 

62 . .Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 31 1'ahun 2019 
tentang Pedo~ Penyusunan Rencana Ketja Peroerlntah 
D!ierah Tahun 2020 (B~rlta Negara RepubUk Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 61 q ; 

63. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 33 Tahun 2019 

fentang Pctloman Penyusunan Angga.ran Pendapa.tan dan 
BelanJa Daerah Tahw1 Anggaran 2020 fBerlta Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

64. Pe-n:1tur,an Menteri Dala-m Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tent...'l.ng .Sistem lnfonnasi Pemerintah Oaerah (Berita Negara 
Republik Indone!lia Tahun 2019 Nomor 11141: 



65. Peraturan Menter! Keuangan Nomor 78/PMK:02/2019 
fentang Stnndar Biaya Mruiukan Tahun Anggarao 2020 

jBerita Negara Republ!k Indonesia Tahun 2018 Nomor 5671; 

66. Peraturan Ment~ri Dalam Negeri Nomor 39 Tohun 2020 
tentang tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
untuk Kegialan Tertentu., P.erubnhan Alokasl clan 
Penggunaan Anggaran Pencl'ap<itan dan BelanJa · Daerah 
jBerlta Negara RepubUk Indonesia Tahun 2020 Nomor 5811; 

67. Peratur;.m Dae rah Kota Palangka Raya Nomor 13 
Tal)un 2017 ten tang Hale Keu:mgan Dewan Perw,akilan 
Rakyat Daerah Kota Palangka Raya-(Lembaran Daerah Korn 
Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 13. Tambahan Lembaran 
Daer-ah Kota Palangka Raya 8): 

68. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tabun 20 I 8 
tent.ang Retrll>usl Daernh (Lembaran Daerah Kola 
Pa!aogka Ray11 Tahun 2.018 .Nomor 3); 

69. Peroturan Dnerah Kota J>alangka Raya Nomor 4 Tahun 20 I 8 
ten!ang Pajak Daerah {Lembamn Daerah Kota 
Palangka Raya 1'llhw1 2018 Nomor 4, Tambahtu1 Lembaran 
Daerall Kota Palangka Raya Nomor 2); 

70. Peraturan Daerah Kola Palangka Raya Nomor 2 ,:abuo 2019 
tentang Rencana Pemban_gunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Palangka Raya Talluo 20 18-2023 (Lembaran Daerah 
Kota Palangka Raya Tahun 2019 ~omor 2, Tambahan 
Lembarao Daerah Kola. Pt1langka Raya Nomor 2); 

7 J. Peraturao Daerah Kola Palangka Raya Nomor 6 Tahuo 2019 
tentang Pembentukan dru, SUstmao .Perangkat Daerah Kola 
Palangka. Raya jLembaran Daerah Kola Palru,gka Raya 
Tahun 2019 Nomor 6 , Ta.mbah:m Lemb:inin Daerah Kota 
PalaogkaRaya Tallun 2019 Nomor2); 

72. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya • Nomor 24 
Tahun 20 J 9 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerall Kota Pa!angka Raya Tahun Anggarao 2020 
jLembaran Daerah K.ota Palangka Raya Tahun 20 I 9 
Nomor 24, Trunbahan Lembarru, Daerah Kola· Palangka Raya 
Nomor 19t; 
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Dengan Perse'tujuan Be?"samn 

DEWA;'II PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ROTA PALANGKA RAYA 

Menelapkan 

dan 

IVALIKOTA PALANGKA RAYA 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANOOARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGOARAN 
2020. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

P"'5al J 

Dalam Peraturan Dh.erah ini yang cU.maksud dengan : 

I. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggam-an Urusan Pemerintahan oleh 
Pemerintah Oaerah dn.n Dewan Peiwakil-an Rakyat Daerah menurut asas 
otonoml dan tugas _pembantuan deugan prlnsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesat~,an Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun I 945; . 

2 . Daerah otonom. se.lanjutnya disebut daerah, ndalah kesatuan masyara k.at 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
menurut 1>rakarsa. sendiri berdasarkan .aspir,asi masyarakat dalam ·sfstem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

3 . Perneri11tah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyele.nggara 
Pemerintahan Daei-ah yang memimpin pelaks.inaan Urusan Pe1rierfntaha.n 
yang menjadi keweru;,ngan Daerah Otonom; 

4. KepalaDaerab dan Wakil Kepala Dae.rah adalah Walikota dan IVakilWalikota 
Palangka Rayl!; 

5 . Dewan Perwakllan Rri.kyat Daerah yang selanjutnya dlsingkat DPRD adalah 
Lembaga Perwakllan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsw· 
penyelenggara Pernerintahan Daera.h : 

6 . Pemegang Kekuasn.'ln Pengelolaan Keuangan Daerah adalah l<epala Daerah 
yang kare.na Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 
keseluruban pengelolaan keuangan Daerah; 

7. Saluan Kerja Perangkal Daer-ah yang selanjutnya disingkat SKPD ·adalah 
unsur Perangkat Daer-ah pada Pemerlntah Daerah yang melaksilnakan 
Urusan Pemertntahan Daerah; 
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8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang sefanJutnya dlslngkat SKPKD 
adalah unsttr penunjang_ Urusnn Pemerlntahan pada Pemerlntuh Daerah 
yang melaksanaka.n Peng_elolaan Keuangan Dnerah; 

9. Unit Perang_kat Daerah adnlah baglan Perangkat Daerab yang m~laksanakan 
I (satul at,iu beber.apa Progmm; 

10. Pengguna· Anggaran selanjutnya dlslngkat PA adalab peJabat pemegang_ 
kewenang_an penggunaan anggamn untuk melhksanakan tugru, dan fungsl 
Perangkat Daerah yang diplmpinnya: 

11. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya dlstngl<at KPA adalah peJabat yang 
d:Jberl kuasa untuk melaksanakan sebaglan kewenangan PA dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsl Perangkat Daer.ah; 

12. Pengguna Barang adalah Pejaba:t pemegang kewenangan peuggunaan barang 
mllik Daerah. 

13:Tim Angg,i.ran Pemelintah Daerah -yang selanjutnya dlslngkat TAPD adalah 
tlm yang bertugas menyia-pkan dan melaksanakan kebija.lian Kepala Daerab 
dalam rangka penyusunan APBD; 

14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya d!stngka, PPKD adalah 
kepala SKPKD yang- mempunyal tugas melaksanakan pengelo!aan APBD clan 
bertindak sebagal Bendahara Umum Daerah; 

15. Bendahara Umurn Daerah yang selanjutnya dislngka, BUD ada\;lh PeJabal 
Pengelola Keuangan Daemh yang bertindak dalam kapasltas seb.agal 
Bendahara. Umum Uaerab: 

16. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalab pejabat yang d;berl kuasa untuk 
melaksanakan tugas Bendabara Umum Daerah ; 

17. l'ejabat Pelak;sana Teknls Keglatan yang selanjutnya dlsing_kat PP'rK adalnh 
Pejabat pado unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau 
be.berapa kegiatan darl suatu program. ses.uai dengan bidang tugasnya; 

18. Pejaba.t Penatausaha-an Keuang_an Satunn Org.'\llisasl Perangkat Daerah 
yang selanjutnya dislngkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang 
melaksanakan fungsi 1ata usaha keuangan pada Perangkat Daerah; 

19. Bendahara Pe.nerlmaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk me.nerlma, 
me:nyimp~ menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungja.wabkan 
uang_ pendapatan d.--.erab dalam rangka pelaksanann APBD pada Perangk.at 
Oae_rah; 

20. Bendahara Pengeluaran adalnh pejabat·yang dih.mjuk men-erima me1:iyimpan, 
membayar:kan, menatausahakan dan mempertang_gungjawabkan uang untuk 
keperluan belanJa daerah dalarn rangka pelaksanaa:n APBD pada Perangkat 
Daerah; 

21 . Pegawal Aparatur Slpil Negara yang selanjutnya dlsingkat Pegawnl ASN 
ad.-tlah Pegawai Negeli Slpll dan Pegawnf Pemerlntah deng_an Perjanjian Kerja 
yang dlangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawalan dan diserahi t:ugas dalam 
suaru jabatan pemerlntuhan alau diserahi tugas Negara lainnya dan dlgajl 
berdasarkan-Peraturan Perundang-Undangan; 
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22. Urusan Pemerlnlnhan Wajib aclnlah Urusan Pemert:otahan yang wajlb 
diselenggara.kan oleh seinua Daerah: 

23. Urusan Pemerintahan Pillhan odnlah Un;san Pemcrintahon yang 
dlselengg_arakan oleh Daerah sesuai potensi dlmiliki Daerah; 

24. Pelayanan Dasnr aclalah pelnyanan publik. untuk memenuhi kebutuhan 
dasar warga Negara; 

25. St.andar Pelayanan Mln1mal E!dalah Jretentuan mengentu jenis d.an mutu 
Pel~vanan Dasar yang merupakan Urusan Pe.n1erintahan Wajib yang berhak 
diperoteh setiap warga Negara sec.ara minimal~ 

26. Bad-an Layanan Umum Daerah yang selanjut11ya clislngkat BLUD aclalah 
sistem yang diterapkan olen satuan organisasi perangkat dae.rah atau unlt 
satuan organisasl perangkat daerah pada satuan organisasi perangkat 
claerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakllt yang mempunyai 
fleksib!Utas dalrun pola pengelolaan keuangan sebagal pengecualian dart 
ketentuan Pengelolaan Keuangan Dnerah pad.a umumnya; 

'27. Keuangan Daerab adalah semua hak clan kewaJJban Dae rah dalam rangka 
penyelenggararui Pemertntal1an Daerah yang dapat dlnilai dengan uang 
serta segala bentuk kekayarui yang clapat cliJndlkan mJllk Daerah berhubung 
clengan hak clan kewajiban Daerah tersebut; 

28. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah ke.seluruhan kegiamn yang meliputi 
petencanaan, pelaksanaan .. penat-nu-sa-haan_, pe)o.poranr _pertanggungjawaban. 
dan pengawasan keua.ngan Daernh; 

29. Anggaran Penclapatan clan Belanja -□aerah yang selanjutnya disingkat APB□ 
aclnlah rencana keuangan tahunan Daemh yang ditetapkan dengan 
Peraturnn Daerah; 

30. Pener!maan Dae rah adalah uruig yang masuk ke kas Daerah; 

31. Pengeluaran Daerah aclalah uang yang keluar dar! kas Daerah; 

32. Pendapatan Dnerah adalah .semua hak Daerah yang dJnkuJ sebagai 
penambah nUai kekayaan ber,sin dalam per!ode t:nhun anggaran berkenaan; 

33. Dana Transfer Umum ndalnh dann yang d!alokasikan dalam APBN 
kepad·a Oa-erah untuk digunnkansesuai dengo.n kewenangan Da~rab guna 
mendanaJ :kebutuhnn Dae.rah dalam Tangka pelaksa.naan desentraUsasi; 

34. Dana Transfer Khusus adal.ah clana yang dlalokaslkan dalam APBN kepacla 
Daerah dengan tujuan untuk met.nbantu menclanai kegiatan khusus, balk 
Osik maupun noafisik yang· me_rupakan urusan Daer,a_h: 

35. Dana Bagi Hasi.J yang selanjutnya pislngkat DBH ·ndalah dana yang 
bersumber dad pendapat.an tertentu APBN yang dialoka.sjkan k.epada Daerah 
penghasil berclasarkao angka persentase tertentu dengan tujtum mengurangi 
ketimpangan ke.mampuan ke-uangan antara Peruerintah Pusat dan ·oaerah; 

36. Dana Alokas, Umum yang selanjutnyn d .lslngkat DAU adalah dana yang 
be,:sumber dan pendapatan APBN yang dialokaslkan dengan tujuan 
pemerataan ke,nampuan keuangan antar Daerah w1tuk mendanai 
kebutuhan Dae~ah dalam mngka pela.ksanaan Desentra:lisasl; 
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37. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat OAK adalah dana yang 
bersumber dart pendapatan APBN yang dinlokaslkan kepada Daerah lertentu 
dengan lujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupa.kan Urusan Peroerintahan yang menjadl kewenangan Daerah; 

38. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakuJ 
sebagai pengu.rang nilaJ ·kekayaan berslh dalam periode talrnn anggaran 
berkenaan; 

39. -Pembiayaan Daerah adalah semua penerlmaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengelunran yang akan dlterima kembali, bruk pada tahun 
angga.ran ·yang bersaligk-utan m~upun pada fahun.:tnhw1 anggaran 
berikutnya; 

40. l'lnjaman Daerah adrualt ,;emua transaksi yang mengakibat~n daeralt 
nienertma sejumlah uang atau menerima manfaat yang bemilal uang darl 
pihak lain sehingga daerahdlbeb~nikewajib;in untuk membayar kembalI; 

41. Pemberlan Pinjarnan Daerah adalah bentuk investasr Pemerintaft Daerah 
pada Pemerintah Pusal, Pemerin~h Daerah lalnnya, badari layanan umum 
daerah milik E'emerintah Daeiah lalnoya, badan usaha millk negara, Badan 
Usaha ~filik Daerah, kopernsi clan ·masyarakat dengan hak ·memperoleh 
bunga clan pengemballan pokok plnjaman; 

42. Dana Cadangan ru:lalah dana yang di~isihkan w1tuk mendanai kebutuhan 
pembangunan prasnrana dan snrana Daerah yang tldak dapat cUbebankan 
dalam l (satu) tahun anggaran; 

43. Beb~;n .adnlah penurunan manfa.at ekonomi .atau potensi jasa d-alam 
perlode peln.por·an yang menuru.nkan eku.Jtas a.tau nilai kekay~an bersih_ 
yang dapat berupa. pengeluaran atau konsumst asset atau tlmbulnya 
kewajiban; 

44. Piutang Daerah. adalah jumlah uang yang wajib rubayar kepada pemerintah 
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dJnJJai dengan uang 
sebagai aklbal perjanjiail atau akibat lainoya. berdasarkan Peratu.ran 
Perundang-Undangan atau akibat lalnnya yang sah; 

45. Keruglan Daernh adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang 
nyata d~n pasU jumlahnya. sebagar akibat perbuatan melawan bukunl baik 
sengaja maupun lalai; 

46. Surplus Anggaran Daerah a,dalah se!Jsih lebih antara pendaparan Daerab dan 
belanja Daerah; 

47. Defts_rt Anggaran Daerah rufalah selisih kurang antara pendapatan Daerah 
dan belanja Daernh; 

48. Sisa Lebih Perllitungan Anggaran yang selanjutnya dlslngkat SiLPA adalnh 
seUslb leblh realisasl penerimaan dan peng.eluaran aoggaran selama l ('l'ltu) 
periode anggar.an; 

49. lnvestasl a.dala.h pengguna?Ut ase·t untuk memperoleb manfaat ekonomfs 
sepertl bw1ga, dlviden, royal ti, manfaat soslal dan/ atau roanfaat lalnnya 
sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalrun rangka 
pelayanan kepada masynrakat; 



- 15 -

50. Ut=g Daera:h adalab jumlab uang :,,-il.ng waj1b dibayar pemerintab daerab 
da.n/ntau kewajiban pemerintab dnerab yang dapal dlnilai dengao uang 
berdnsarkan Peratumri Pei-und~ng-Undangnn, peljanjia.n, atau berdasarkan 
sebnb lainnya yangs.ah; 

51. Rencarta Pembangunan Jangka Meneng-.rh Daerah yang selanjutnya dlsingkat 
RPJMD adalah dokumen perencaoaan untuk periode 5 (lima) tabun; 

5i. Rencana Pembangunan Tahunan Daera..h, selanjutnya disebut Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD), ndalah dokumen perencanaan Daerah untuk 
pertode l (satu) ta.bun; 

53. Kebijnl<ao Umum Perubahan Anggl\ran Pendapatao d.an Belaja Daerab yang 
selanjutnya disingkat KUPA-APBD adaJab dokumen yang memuat kebijakan 
b!dnng pen.dapatan, belanja, clan pembiayaan serta asumsl yang 
menda.s.artnya: 

54. Priorltas clan Plafon Anggarnn Semen tarn yang selanjutnya dlsingkat PPAS 
.nierupakan program prioritas dan patokan batas maksimaJ anggiu:an yang 
dlberikan kepada E'emugknl Daerab untuk setinp program sebagal acuan 
dalam penyusunan RKAP-SKPD; 

55. Rencana Kerja Anggaran Perubahall Satu= Kelja Perangkat Daerah, 
y=g sel<ltljutnya d!sit,gknt RKAP-SKPD adalah dokumen yang memual 
rencaua pendapatan dao belaojn. Perangkat Daerab atau doku.men yang 
memuat rencana pendapat,µi, belan]a dao Pembfayaao Peraogkai 
Daerab yang melaksanakan fu.ngsf bendahara umum daerah yang 
dlgunakan sebaga] dasar penyusw, an .Rancangan APBD; 

56. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalab pend-ekalan penganggaran 
berdasarka:n kebijakan dengan pengambilan keputusan terbadap kebijakan 
tersebut dilakukan d·aJam perspektif lebih dart I (satuJ tahun anggaran dan 
mempertlmbangkan lmpllkasl biaya a:kibat keputusan yang bersongkutnn 
pada tabun berikutnya yang dituangkan dalam prakirlian maju; 

57. Praldraao Maju (/orw(<rd es(imqtel adaJah perhltungan kebutuhan dana 
untuk tahun anggaran berikutnya dart tahun yang direncanakan ·gun.a 
memastlkan kesinambangan program dan kegiatan yang telah disetujul dan 
menjadi clasar penyusunan anggaran ta:hun b.e.rikutnya~ 

58. Pengaoggaran Terpadu (unifi~d budgeting) adalah penyu~unao rencana 
keuMgan tabunao y=g dllakukao secara tertntegrnsl unruk .selurub Jenls 
belatlja guna melaksanakan kegiatnn peme.rtntaban yang didasarkan pada 
prinsip penca.palan efistenst aloka.si dana; 

59. Fungsi adal,ib perwujudao Lugas kepemerintaban di bfdang tertentu yang 
dllaksana.kan dalam rangka mencapal tujuan pembangunao nasfonal; 

60. Program adalab bentuk in:strnment kebijaknn yang berisi 1 (satu) atau 
lebih Kegiatan yanir dllaksanakat1 oleh satuan organisnsi perangknL 
daerah atau masyaraka~ yang c\ikoordlnasikan o\eh Pemerlntah Daerab 
untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Dnerah~ 
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61. l<egiatan adalah baglan dart Progrrun yang dilaksllllakan oleh I (satu) 
atau bebernpa Saturus Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari 
pencapruan sasaran teruku.r pada su~tu Pro~am dan terd..iJi dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa 
per.so nil atp.u sumber do.ya manusia, barang modal tennas·uk per.alatm, 
clan teknologi, dana a.tau .koni.binas1 dad beberapa atau semua jenls 
sumber daya tenebut, sebagai masukan urituk menghasllkan keluaran 
dalam bentuk barang/Jasa; 

62. Kegi,.tan Tahun Jamak adalah kegtaran yang dianggarkan dan clilaksru1akan 
untuk masa Jebib dart I (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan 
melalui kontrak tahun Jamak; 

63. l<eluaran (outpu;J adalaft barang atau jasa yang dihasill,an oleh kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung peilcapairui sasaran don tujuan program 
daa kebljakaa; 

64. Ha.sil (outcoJ'.ll(') adalah .segala sesuatu ya.ng mencermJnkan berfungsinya 
J<eluaran dart kegiatan-kegiatan dalam satu program; 

65. Sasaran (targe't) adalah hasil yang diharapkan dari ·suatu program atau 
keluaran yang cliharapkrui dari suatu kegiatan; 

66. l<inerja adalah keluaran/basil dart k~atan/ prQgram yru,g akan -atau telah 
clicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengao ku;wtitas dan 
kualitas yang terukur; 

67. Kas Umum Daerah adalah lempat penytmpanan uang Daerah yang 
dite.ntukan oleh Kepa:Ja Daer.ah untuk menampung seluruh Penelimaan 
Oaerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah: 

68. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimP.nnan 
uang Daerah yang dltentukan oleh Kepnla Daerah w1tuk menampung 
seluruh Penerimaan Daerah dan _membayar seJuruh Pengeluaran Daerah 
pada Bank yang ditetapknn; 

69. Dokumen Pt>laksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang selanjutnya dislngkat DPPA-SKPD adalab dokumen yang memual 
pendapatan dan bel~nJa Perangkat Daerah mau dolrumen yang memu~ 
pendapatan, belanja dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaki;anakaa 
fungsf bendahara umum daerah yang dlgunakan sebagal dasar pelaksanaan 
.anggamn oleh pengguna anggaran; 

70. Anggaran Ktt's adalah ~rklraan arus kas masuk yang bersumber -dnri 
perte'.rimaan dan perklraan arus kas keluar untuk mengatur keterse.diaan 
dnl'ia yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode; 

7 l. Surat Penyediaan Daria yang selanjutnya disingkat SP□. adalah ·dokumen 
yaog rnenyak'tk4n te.rsediaoya dana ~ebagai dasar penerbitao sural 
permintaa,1 pembayaran at!\s pelaksanrum APBD; 

72. Surat Permintaan Pembayaran .yang selanjutnya disingkat SPP. adalah 
dolrumen yang digunaknn untuk menga.fu-kan pennintaan pembaynr.a.n: 
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73. Uaog Persediaa.n yang selanJutnya dislngkat UP adalah uang rnuka kerja 
dalarn Jumlah tertentu yang dloerlkan kepada oendabara pengeluaran untuk 
niembiayai Kegiat.an operasional pada satuan orgnnlsasi perruigkat 
daerab/unlt satuan kerja perangkal daerah dan/atau unluk. membiayal 
pengeluaran yang menurut slfat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan 
melaltil mekanlsme pembayaran )angsung; 

74. l'embayaran Lnngsung yang selanjutnya· disJngkat LS adalah Pembayaran 
.Lang,;ung kepada bendabara pengeluaran/ penertma hak latnnya. atas d.asar 
perjanjian kerja. s.urat 1ugas clan/atau surat perlntah kerja lainnya melalw 
peneroitan sur<tt perlntah membayar langsung; 

75. Tambahao Uaog PersedJaan yang selanjutnya disebut TU adalab trunbahnn 
uang muka yang d!berikan kepadn. bendnbara pengeluaran/hendabara 
pengeluarao pernbantu untuk mernbiayal pengeluaran alas pelaksanaao 
APBD yang tlclak cukup dida.nal darl UP clengau batas waktu dalam I (satu) 
bulan; 

76. Surat Perintab Membayar yang selanjutnya clislngkat SPM adalah clokumen 
yang digunakan untuk penerbitan surat perintab pencalran dana atas baban 
pengc,luarao DPPA-SKPO; 

77. Surat Pertmah Membayar UP yang selanjutnya dlslngkat SPM-UP adalah 
dokumen yang cllgunakan untuk penerbltan surat perinmh pencalran dana 
alas bahnn pengeJuarnn DPPA-SKPO yang dlpergunakan sebagal UP untuk 
mendanai Kegiatan; 

78. Surat Perin tab Membayar Oanti Vang Persedlaan yang selanjutnya dislngkat 
SPM-OU aclalah clokumen yang cligunakan untuk penerbitan surat 
pertntah pencairo.n clana atas beban pengeluamn DPPA-SKPD yang dnnanya 
dJpergunakan untuk menggantl UP yang telah dJbelanjakan; 

79. Surat Perlntah Mernbaynr TU yang selanjutnya dlsingkat SPM-TU ·aclalah 
dokumen yang cligunakan untuk penerbltan surat pertntah pencalran dam, 
alas bahan pengeluaran DPPA-SKPD, karenn kebutuhan dananya tidak dapat 
menggunakan LS clan UP; 

80. Surat Perin tab Membayar Langsung yang selanjutnya dlsebut SPM-LS '!dalah 
dokumen yang digunakan untuk penerbitan sumt pertnt.ah pencalran dana 
atas beban pengeluaran DPPA-SKPD kepru!a pihak ketiga; 

81. Surat Perintah Pencairan Dana yang si,lanjutnya cllsingkatllO SP2D adalah 
dokumen yang cllgunakan sebagal dasar pencalrandana ntas beban APBD: 

82. Barang Mlllk Oaerab ·aclalab semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD-atau berasal clari perolehan lainnya yang sah; clan 

83. Sistem Pengeadalian lntem Keuangan Daerah merup,t\kan suaru proses yang 
berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unil yang 
mempunyai tugas clan fung,;I melakukan pengendallan melalul audit dan 
evaluasl, untuk men.Jamin agar pelaksanaan kebijakan pengelola.1.0 keuangan 
daerah sesuai dengan rencana dan Peraturan Pe.rundang-Undangan. 



- 18-

BAB [I 

PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020 

Pas,tl 2 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 terdlri alas : 
I. Pendapalan Daerah_ 

a. Semula. 
b. Bertambab/(Berkurnng) 

Jumlah Pendapatan Daerah 
Setelah Perubahan 

Rp. 1.220.703,841.518,60 

Rp. (ll2- 180.631.569,09) 

Rp. J.108.523.209.949,51 

2 _ Belanja Daer ah 
a. Semula 
b. J:ienamllah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Daerah 
Setelah Pembahan 

Rp. l.246.639:925.329,34 
Rp. (29,470.975.253,30) 

3. Pembtayaan Daer.ah 
a. Penerima...m Pem.blaytµm 

l i Seruula Rp. 
21 Bertambah/tBerkurang) Rp. 

Rp. 1.217 . 168.950.076,04 

37 .436.083.810, 74 
82,709.656.315,79 

Jumlah Penertmaan Pemblayaan 
S.etelab Perubahan 

Rp. l20.145,740. 126,53. 

b. P.enge:luaran Pem biayann 
l ) Semula Rp. 
2) Benambah/(Berkurang] Rp. 

J 1,500.000.000,00 
0,00 

Jumlah Pengeluaran Pembiayann 
Setelah Perubahan 

Rp. I 1.500.000.000,00 

Jumlah Pembiaynan Netto 
Setelah Pernbahan 

Rp. 82. 709.656.315;79 

Sisa Sisa Le.bib Pembiayaan Anggaran 
Tahun Berkenaan Rp. 0 ,00 

Pasal 3 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angl<a I 
terdlri dari : 
a Pendapatan AsU Daernh 

l i Semula Rp. 
2i Bertambah /(B_erkurang) Rp. 

Jumlah Pendapatan .Daerah 
Setelah Perubahan 

b. Dana Perimbangan 
l i Seruula Rp. 
21 Bertambal:i/ (Berkurang) Rp. 

Jumlah Dana Pertmbangan 
Setelah Perubahan 

173.0J 1.638.738;69 

110.220.oso.o 15,86) 
Rp. 162.791.588.722.83 

905.875.661.000,00 
(102.673 .707.000,00) 

Rp. 803.201.954.000,00 
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c. Lal.n-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
1) S"emula Rp. Ml.816.541.779,91 

2) Bertambab /(Berkurang) Rp. 713.125.446, 77 
Jumlah1..ain-la!J1 Pendapatan Daerah Rp. 142.529.667~26,68 
Yang Sah Setelaft Perubahan 

(2) Pend'apatan AsU Dae rah sebagalmana dlmaksud pada ayat ( l ) hwuf a terdirl 
darl jenis pendapata.n : 
a. Pendapatan Pajak D!ierah 

J) Semula Rp. 
2) Bertambab/(Berkuro.ng] Rp. 

lOl.082.450.5-59.00. 
(8 .323.848.653,00) 

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah 
Setelah Perubahan 

Rp. 92.758.601.906.,00 

b. Hasll Retribu,si Daerab 
1) Semula Rp. 
2) Bertambab/(Berkurang) Rp. 

Jumlah HasU R.etrlbusi Daerah 
Setelah Perubaban 

15. 750.000.000,00 

( 1.272 . .692. 500,00) 
Rp. l 4.477,:i07.500,90 

c. Hastl Penge.lolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
1) Semula Rp. s -.134.733.934.00 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.500.000.000,00) 
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Rp. 3.634.733.934'.00 
Daerah yang DI plsahkan Setelah Perubahan 

d. T.;ain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 
J ) Semula Rp. 51.044.454.245,69 
2) Be.rtambah/(Berkurang) Rp. 876.491.137, 14 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Rp. s .uno.945.382,83 

Daerah yang Sah Setelah Perubahan 

l31 Dana Perlmbangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) huruf b terdlrl darl 
_jenls pendnpatan : 
a. Dana Alokasi Umum 

1) Semula Rp. 
2) Berkurang/ (Berkurang) Rp. 

Jumlah Dana Aloknsl Umum 
Setelah Perubahan 

b. Dana Alokasl KhtistJs 
1) Semula Rp. 
2) Bertambah/{Berkumng) Rp. 

Jumlah Dana Alokasl Khusus 
Setelah Perubahan 

680.283. 100.000,00 
(74.267. 124.000,00) 

Rp. 606.015.976.000,00 

180.175,137.000,00 
(33,897.540.000,00) 

Rp. 146.277-597 .000,00 

c. Bagi HasU Pajak/ Bagi HasU Bukan Pajak 
J) Semula Rp. 45.417.424.000,00 
2) Bertambab/(Berkurang) Rp. 5.490.957.000,00 

Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. 50.908·.38 l .OOO,OO 

Setelah Perubahan 
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14) Laln-lain Pendapatan Daerab Yang Sab sebagaimana dirnaksud pada ayat t 1) 
huruf c terdiri dart JenJs pendapatan : 
a. Pendapatnn Hlbah 

1) Seroula Rp. 
21 Bertambab/tBerkurang) Rp. 

Jurnlah Pendapa1an Hibah 
Setelah Perub~han 

3.000.000.000,00 

Rp. 
o,ob 

3.000.000.000, 00 

b. Dana B.agl Ha.sll Pajak dari Provinsi dan Pemerlntab Daerah Lamnya 
J) Semula Rp. 93.98Q.277.779,91 

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (9.342.151.553,23) 
Jumlab Dana 6'lgl Hasil Pajak dari 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Lalnnya 
Setelah Perabahan Rp. 84.640.126:226,68 

c. -8antuan J<euang;m dart Provins! dan Pemerintah Daerab Lainnya 
1) Seruula Rp. 0,00 
21 Bertambab/tBerkurang) Rp. 150.obo.ooo;oo 

Jumlah Bantuan Keuangim d:i.ri 
ProvJnsl·dan Pemerlntab Daemh Lairinya 
Setelah Penibaban Rp: 150.000.000,00 

d. ·oan;, lnsentif Oru,rab 
1 i Seruula Rp. 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp 

Jumlab Dana lnsentifDaerah 
Setelah Perubahan 

44.834.264.000,00 

9 .905.277.000.00 
Rp. 54.739.5'41.000,00 

Pasal 4 

( II Belanja Daerah s~bagairnana dirnaksud dalam Pasru 2 angka 2 terdirl darl : 
a. Belanja Tidak Langsung 

11 Semula Rp. 
2) Bertambah/tBerkurang) Rp. 

Jumlab Belanja Tidak Langsung 
Setelah Pe-rubahan 

b. Belanja Langsung 
l) Semula Rp. 
2) Bertambah/(Berkurangl Rp. 

Jumlab Belanja Langsung 
Setelah Pe.rubahan 

633.033 . 186·.6 (0, 14 
39.561.214. 7.98,43 

Rp. 672.594.401.408,57 

613.606. 738,719 ,20 

[69.032.190.051 ,73) 
Rp. 544.574.548.667,47 

(21 Belanja Tid'ak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ( I J huruf a terdirf 
drui jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai 

1) Seruula 
21 Berkurang 

Jumlah Belanja Pegawai 
Setelah Perub~han 

b. Belanja· Bw1ga 

Rp. 
Rp. 

1) Semula Rp. 
21 Bertambah/(Berkurang) Rp. 

Jurnlab Belanja Bunga 
Setelab Perubahan 

579.235.741.471 ,33 
('Ip. 704 .334.657 ,OS) 

Rp. 532.531.406.814,28 

l .5'20.000.000,00 
0 ,00 

Rp. 1.520.000.000,00 
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c. Belanja Hibab 
1 I Semula Rp. 
21 Bertambab/{Berkuro.ng) Rp. 

Jumlah Belanja Hlbah 
Setelah Perubahan 

d . Belanja Bantuan Soslal 
1 I Seroula Rp. 
2) Bertambab/ {Berkurang] Rp. 

Jumlah Bantuao Soslal 
Setelah Perubahan 

19.751 .217.775,00 

2 1.421.137,52 
Rp. l 9. 772 . .638.912, 52 

l 3 .255.000.000,00 

1 1.215.250.957,60 
Rp. 24.470.250.957,60 

e. Belanja Baotuan Keuangao kepada Provinsl/Kabupaten/Kota. da.o 
Pemerintah·an DesaSemuJa 
11 Semula Rp. l.249.044.744,13 
21 Bertambab/ {B.erkurang) Rp. (142 .398.889,66) 

Jumlab :Bantuan Keuangan Kepa.da. 
Provlnsl /Kabupaten/Kota da.o Peniertnta.ba.n 
Desa. Setelab Perubabari Rp. 1.106.645.854 ,47 

f. Belanja Tida.k Terduga 
I I Semula. Rp. 
21 Bertambah/(Berkuranl!) Rp. 

Jumlab Belanja Tidak Terduga 
Setelah Pe-rubahan 

18.022, 182.619,68 

75. J 71.276-250,02 
Rp. 93.193.458.869,70 

(:!) Belanja Langsung sebagalmana. dimllksud pada. ayal (I) bwuf b terdiJi dan 
Jenis belanja : 
a. -8elanja Pegawal 

1 I Semula Rp. 99.432 .544.225,68 
21 Bertambab/{B.erkurang) Rp. 

Jumlah Belanja Pegawai 
Setelah Perub~han 

b. Belanja Barang dan Jasa 

8.664.438.054,90 

Rp. l08.096.982.280,58 

!) Semula Rp. 257. 156.057.786,92 
21 Bertambah/(Berkuranl!) Rp. (6.087.742.708,771 

Jumlab Belanja Barangdao Jasa Rp. 251.068.315.078 , 15 
Setelah Pe-rubahan 

c. Belanja Modal 
l ) Semula Rp. 
2 ) Bertambah Rp. 

Jumlab Bel.an Ja Modal 
Setelah Perubaban 

257.018.136.706,60 

(71.608.885.397,86) 
Rp. 185.409.251..:308,74 

Pasal 5 

(I I Pembiayaan Daerah s~bagalrnana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdirl 
darl : 
a. Penertma.an Pembiayann 

II Semula Rp. 37.436.083:810,74 
21 Bertambah/(Berkuranl!) Rp. '82.709.656.314,79 

Jumlah Pene1imaan Pemblayaan Rp. 120. 145.740. 126,53 

Set~lab Perubabao 
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b. Pengeluamn Pembiayaan 
11 S'emula Rp. 
21 Bertambah/jBerkurang) Rp. 

1 l .500.000.000,00 

Jumlaft Pengeluaran Pembiayann 
Setelah Pembahan 

0 ,00 

Rp. 11.soo.000.obo,oo 

(2) Fenerimaan Pemblayaan sebagaimana climaksud Jl"da ayat (II huruf a tercliri 
darl jenis pembiayaan : 

a. Sisa Leblh Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
1) Semula Rp. 37.436.083:810,74 
21 Bertambab /(B.erkurang) Rp. '82. 709.656.315, 79 

Jumlah Slsa Lebih PerWtungan 
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 
Setelab Perubahan Rp. 120.145.740. 126,53 

b. Pencairan Dana cad'angan 
11 Semula · 
21 Bertambah/jBerkurangJ 

Jumlah Pencalran Dana 
Setelah Peruba:han 

Rp. 
Rp. 
Cadangan 

0 ,00 
0 ,00 

R_p. 

(3) Pengeluaran Pemblayaan sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf b tercliri 
darl Jenis pembiayaan : 
a. Pembentuk'an Dana Cadangan 

11 S'emula Rp. 
21 Bertambab/(B.erkurang) Rp. 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan 
Setelab Perubahan 

0.00 
0.00 

Rp. 

b. Penyerlaan Modal (lnvestasi) Pemerintal1 Daerah 
11 Semula Rp. 10.000.000.000,00 
2) Bertarnbah/tBerkurangJ Rp. 0 ,00 

Jumlah Pe.ngeluaran Pembiayaan Rp. 10.000.000.000,00 

Setelah Peruba:han 

c. Pembayaran Pokok Utaog 
11 Semula Rp. 
2 ) Bmambah/(Berkurang) Rp. 

Jumlah P.engeluaran Pembiayann 
S.etelab Perubahan 

Pasal 6 

J.500.-000.000,00 

o .oo 
Rp. 1-500.000.000.00 

Utaian leblh lanjut Perubahan APBD sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2, 
tercantum dalam Larnplran yang merupakan bagtan yang tldak terpisahkan dart 
Peraturan Daerah lnl. terdirl d·art : 

a. Lamplran I : Rlngkasan Perubahan APBD: 

b, Lampiran II : Rlngkasan Perubahan APBD Menurul Organisasl da11 Urusan 
Pemerin tahan Daerah.; 
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c. ~pfran m : Rincian Perubahau APBD menu.rut Urusan Pemerintahan 
Dae rah, Organisasl, Penda_patan, Belanja dan Pembiayaan; 

d . Lamplran rv : Rekapltulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 
Pemerlntahan Daerah, Organisasl. Program dan Kegiatan; 

e. Lampiran V : Rekapitulasl Perubahan Belllnja Daemh untuk Keselarasan 
dan Keterpaduan Urusan Pemertntahan Daerah dan Fungsi 
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

r. Lrunplran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

g. Lamplran VU : Daftar Piutang Daerah: 

h. Lamptran Vlll : Daitnr Penyerlaan Modal (lnvestasl) Daerab; 

L Lampiran lX : Daftar Perldraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tefap 
Daer.th; 

J. l..am'pirnn X : Daftar Perkirrum Penambahan dan Pengurangan Aset Lain
lain· 

k. Lamp1rnn XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang 
belum rerseJesaikan dan dianggarkan kemball dalam tahun 
ini; 

I. Lampiran XIl : Daftar Dana Cai:langan; dan 

m. Lampfran XIIJ : Daftar Pinjaman Daerah. 

Pasal 7 

(l) Untuk mengantislJJilSi keadnan dantrat dan keperluan mendesak. dapal 
dlanggilrkan pend'anaanya melalui belanja tii:lak terduga. 

(2) Keadaan darural sebagaimana dimaksud pada ayat ! L) meJiputi : 

a. Bencana alam. bencarta non alnm. bencana sosial dan/ aunt kejadian luar 
biasa; 

b. P.elak-sanaan operasi pencaTian dan penolongan; clan 

c. Kemsakan saran a/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 
pela.yanan publik. 

{31 Keperluan mendesak sebagaiman:a dimaksud pad a nyat { 11 mellputl : 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dl¥'ar masyaraka.L yang 
anggaran11ya belum tersedia dalam tabun anggaran berJal,an; 

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; 

c. Pengeluaran daernh yang berada diluar kendali Pemerlntab Daerah dan 
tidak dipredlksi · sebelumnya serta amanat Peraturan Perundang
Undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran Daerah Jalnnya yang ap,~bila ditunda akan menimbulkan 
keruglan yang leblh besar bagl P.emerlnlah Daerah da,n/atau masyarakaL 
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Pasal 8 

WalJkota ·menetapkan Pe.raturan tenUing Penjabaran P-eruba:han APBD sebagai 
lnndasan operasional pelaksanaan. 

BAB Cll 
KETENTUANPENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ta_nggal diundang_kan . 

Agar setiap. orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Pera,ttu:an 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kata Palangkn Raya. 

Diundangkan di Palangka R.~ya 
Pada tan.ggal, 5 Oktober 2020 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal, 5 Oktober 2020 

WALlKOTA PALANGKA RAYA, 

& 
FAJRID NAPARIN 

SEKRETARJS DAERAH KOTA PAL.ANOKA RAYA, 

~ 
HERA l'lUGRAHAYU 

LEl\>fBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020 NOMOR 4 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA 
PROVJNSl KALCMAffl'AN TENGAH : 04,53/ 2020 




